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BAB III.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor umum yang 
menjadi kendala pemberdayaan penyandang cacat. Faktor pertama merupakan faktor dari 
dalam diri penyandang cacat meliputi derajad kecacatan, pendidikan, dan kemiskinan, 
sementara dari luar diri penyandang cacat meliputi keluarga, diskriminasi masyarakat, 
keterbatasan anggaran masyarakat, keterbatasan anggaran pemerintah, dan bentuk-bentuk 
bantuan. Dalam rangka mengatasi kendala yang ada untuk memenuhi hak penyandang 
cacat/disabilitas maka upay yang dapat dilakukan pmrintah Kabupaten Bantul adalah 
mensosialisasikan dan menyadarkan keluarga penyandang disabilitas agar mau membantu 
keluarganya yang menyandang disabilitas,bekerjasama dengan FKKADK berusaha untuk 
menyadarkan penyandang disabilitas punya hak dan memerlukan pendidikan juga, 
melakukan upaya pemberdayaan dan pelatihan bekerjasama dengan LSM-LSM, berusaha 
menambah anggaran untuk keperluan penyandang disabilitas, membangun sarana 
aksesibiltas penyandang disabilitas pada bangunan baru, menyempurnakan model 
pemberdayaan penyandang disabilitas 
 
B. Saran 
1. Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk pemberdayaan 
penyandang cacat, terutama setelah disahkannya Perda tentang penyandang cacat 
2. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan selama ini seharusnya diubah menjadi bentuk 
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